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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum serta rasa aman individu.
 Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencederai rasa keadilan sosial dan nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Dalam konteks global, World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa kekerasan interpersonal menyebabkan sekitar 475.000 kematian setiap tahunnya, dengan sebagian besar korban adalah laki-laki usia produktif.

Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kriminalitas khususnya tindak pidana kekerasan mengalami fluktuasi yang signifikan dalam dekade terakhir. Berdasarkan data yang tercatat, tindak pidana kekerasan terhadap orang dan harta benda mengalami peningkatan sebesar 12,3% pada periode 2020-2023.
 Kondisi ini menunjukkan urgensi perlunya penerapan instrumen hukum pidana yang tepat dan efektif dalam menanggulangi kejahatan kekerasan kolektif.

Negara melalui sistem perundang-undangan telah mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan." Ketentuan ini secara eksplisit mengatur unsur-unsur hukum yang harus dipenuhi dalam menjerat pelaku kekerasan secara kolektif, yakni adanya perbuatan kekerasan, dilakukan secara terang-terangan, serta dilakukan dengan tenaga bersama oleh lebih dari satu orang.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Kekerasan di 
Sumatera Utara (2020-2023)
	Tahun
	Jumlah Kasus
	Kasus Selesai
	Persentase

	2020
	1.247
	892
	71,5%

	2021
	1.456
	1.034
	71,0%

	2022
	1.623
	1.189
	73,2%

	2023
	1.789
	1.298
	72,5%


Sumber: Polda Sumatera Utara, 2024

Data di atas menunjukkan tren peningkatan kasus tindak pidana kekerasan di Sumatera Utara yang signifikan, dengan rata-rata peningkatan 13,5% per tahun. Namun, tingkat penyelesaian kasus masih berada di kisaran 71-73%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum pidana.

Penerapan Pasal 170 KUHP menjadi penting untuk dikaji dalam praktik peradilan guna memastikan bahwa unsur-unsur tersebut benar-benar terpenuhi sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam penjatuhan pidana.
 Dalam doktrin hukum pidana, Prof. Moeljatno menegaskan bahwa unsur "dengan tenaga bersama" dalam Pasal 170 KUHP mengandung makna adanya kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melakukan kekerasan, bukan sekedar kebetulan berada di tempat yang sama.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 170 KUHP seringkali menimbulkan perdebatan yuridis, khususnya dalam pembuktian unsur "dengan tenaga bersama" dan "terang-terangan".
 Kompleksitas penerapan pasal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn, di mana kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh tiga orang pelaku (dua terdakwa dan satu DPO) terhadap seorang korban di tempat umum (warung kopi) didakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Tabel 2. Perbandingan Sanksi Pidana dalam Kasus Kekerasan Kolektif
	Pasal
	Delik
	Ancaman Pidana
	Unsur Khusus

	Pasal 170 (1) KUHP
	Kekerasan dengan tenaga bersama
	Max 5 tahun 6 bulan
	Terang-terangan, tenaga bersama

	Pasal 170 (2) ke-1 KUHP
	Kekerasan mengakibatkan luka
	Max 7 tahun
	Mengakibatkan luka-luka

	Pasal 170 (2) ke-3 KUHP
	Kekerasan mengakibatkan mati
	Max 12 tahun
	Mengakibatkan kematian

	Pasal 351 (1) KUHP
	Penganiayaan biasa
	Max 2 tahun 8 bulan
	Pelaku tunggal


Sumber: KUHP dan Analisis Peneliti, 2025
Kasus ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan penerapan unsur-unsur Pasal 170 KUHP secara komprehensif dalam praktik peradilan. Dalam kasus tersebut, Terdakwa I Suheri alias Heri bersama Terdakwa II Suriyadi alias Tiwol dan Amran (DPO) melakukan penyerangan terhadap korban Hamdani alias Gelok dengan menggunakan kayu anak lesung, bambu, dan kursi plastik berkaki besi yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka serius.
 Kejadian berlangsung di warung kopi Gery di Jln. Pales VII Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 WIB.

Kronologi peristiwa bermula pada tanggal 15 Agustus 2025, ketika korban mencoba melerai perkelahian antara anggota Pemuda Pancasila dengan Terdakwa II dan Amran yang dipukuli karena memalsukan skripsi dan melakukan pengutipan liar. Meskipun malam itu tercapai kesepakatan damai, keesokan harinya para terdakwa justru melakukan pembalasan dendam terhadap korban yang dianggap tidak membela mereka. Para terdakwa secara bersama-sama memukuli korban yang sedang tidur di warung kopi hingga mengalami luka serius di kepala, wajah, dan badan.

Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, dalam menentukan kualifikasi delik, hakim harus mempertimbangkan hierarki norma dan prinsip lex specialis derogat legi generali.
 Dalam kasus ini, majelis hakim memilih dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP karena perbuatan para terdakwa memenuhi seluruh unsur: dilakukan secara terang-terangan (di warung kopi yang merupakan tempat umum), dengan tenaga bersama (tiga orang pelaku), menggunakan kekerasan (pemukulan brutal dengan berbagai alat), dan mengakibatkan luka-luka pada korban.

Permasalahan yuridis yang muncul adalah bagaimana hakim dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 170 KUHP, dan apakah pertimbangan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif.
 Selain itu, penting juga untuk menganalisis konstruksi hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam kasus kekerasan kolektif yang mengakibatkan luka-luka.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam beberapa aspek: Pertama, penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam kasus kekerasan kolektif yang mengakibatkan luka dengan pendekatan studi kasus terbaru (Putusan 1935/Pid.B/2025/PN Mdn) yang belum pernah dikaji sebelumnya. Kedua, penelitian ini fokus pada analisis pemenuhan unsur-unsur delik dalam konteks kekerasan kolektif yang bermotif balas dendam.

Penelitian ini mengidentifikasi research gap yang signifikan dalam literatur hukum pidana Indonesia, yaitu minimnya kajian empiris tentang pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur "dengan tenaga bersama" dan "terang-terangan" dalam kasus Pasal 170 KUHP.
 Penelitian sebelumnya oleh Sianturi (2019) hanya membahas aspek dogmatik Pasal 170 KUHP tanpa menganalisis implementasinya dalam putusan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami faktor-faktor non-yuridis yang mempengaruhi putusan hakim.
 Hal ini belum banyak dilakukan dalam penelitian hukum pidana di Indonesia.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul: "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Dalam Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Studi Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn"
B. 
Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama Studi Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn?
2. Bagaimana konstruksi hukum terhadap tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa dalam perkara Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.

2. Untuk menganalisis dan memahami penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama Studi Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn.

3. Untuk menganalisis dan memahami konstruksi hukum terhadap tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia.

4. Untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa dalam perkara Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn.
D. 
Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.  Kajian ini memperdalam pemahaman terhadap pertimbangan hukum hakim dalam proses penjatuhan pidana serta penerapan asas-asas hukum seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam perkara pidana kekerasan kolektif yang mengakibatkan luka. 

Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan teori tentang pemidanaan dan kewenangan diskresi hakim dalam memutus perkara yang melibatkan kekerasan kolektif.  Lebih lanjut, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur hukum pidana Indonesia dalam konteks harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Diri Sendiri
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan kolektif, khususnya dalam menganalisis aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini menjadi kesempatan bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori-teori hukum pidana dan pemidanaan yang telah dipelajari ke dalam analisis kasus konkret.
b. Bagi Peneliti
Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis aspek yuridis dan pertimbangan hakim secara mendalam dalam perkara tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan mati
. Dengan menelaah konstruksi hukum dan proses pembuktian di persidangan, peneliti dapat memperkuat kompetensinya dalam memahami peran hakim sebagai penegak keadilan dan penerap hukum, serta menambah wawasan mengenai tantangan dalam mengkualifikasi delik pidana yang kompleks
.
c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini berkontribusi pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam menangani kasus kekerasan kolektif
. Dengan memahami pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, masyarakat dapat memiliki ekspektasi yang realistis terhadap proses penegakan hukum dan hasil-hasilnya
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